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RINGKASAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama di banyak negara.
Negara seringkali menjadikan kemiskinan sebagai isu utama yang menjadi agenda
utama dalam program kerja negaranya, tdak terkecuali Indonesia, vang
menjadikan persoalan kemiskinan scbhagai masalah utama vang menjadi
program dengan harapan agar bangsa bebas dari kemiskinan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia. dengan meluncurkan
program-program pemberdayaan vang tujuan utamanya adalah menanggulangi
kemiskinan. Program-program tersebut seperti : Transmigrasi, KIK, KUK, KCK.,
PKT, Inpres Desa Tertinggal (IDT), P3DT. PDM-DKE, PPK, P2KP, Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perdesaan. Kecamatan
Lubuk Tarok merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sijunjung vang
menerima PNPM-MP untuk tahun 2008,

Tujuan dari penclitian ini adalah untuk menganalisis implementasi
PNPM-MP di Kecamatan Lubuk Tarok. untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi PNPM-Mp. sert untuk mengetahui dampak PNPM-

MP bagi masyarakat di Kecamatan Lubuk Tarok.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Kemiskinan merupakan persoalan vang saat ini sangar populer, karena
Kepopulerannya itulah, tidak jarang kemiskinan dijadikan komoditi politik bagi
sebagian orang untuk berbagai tujuan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh
berbagai negara, baik itu negara kaya, berkembang maupun negara miskin,
Pemerintah di banyak negara menjadikan kemiskinan sebagai isu utama vang
menjadi agenda utama dalam program kerja negaranya, tidak terkecuali
Indonesia, yang menjadikan persoalan kemiskinan sebagai masalah utama yang
menjadi program,dengan harapan agar bangsa bebas dari kemiskinan.
lumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada periode 1996-
2005 berfluktuasi dan tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan
menurun pada periode 2000-2005 Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk
miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta
pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999 Persentase penduduk
miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang
sama. Pada periode 1999-2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar
9,57 juta, yaitu dan 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun
2002. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43
persen pada tahun 1999 menjadi 18,20 persen pada tahun 2002 Penurunan jumlah
penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002-2005 sebesar 3.3 juta, yaitu dari

38,40 juta pada tahun 2002 menjadi 35.10 juta pada tahun 2005, Persentase
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penduduk miskin turun dari 18,20 persen pada tahun 2002 menjadi 15.97 persen
pada tahun 2005

Berbagai upava telah dilakukan oleh Indonesia, dengan meluncurkan
program-program pemberdayaan yang tujuan utamanya adalah menangaulangi
kemiskinan.  Upaya tersebut telah dimulai sejak periode tahun -1974-1988;
Pemerintah meluncurkan program seperti: Bimas, Inmas, Transmigrasi, KIK,
KUK, KCK. Namun semunya belum ada kebijakan yang secara khusus
berorientasi pada penanggulangan kemiskinan. Kemudian periode tahun 1988-
1994, kembali Pemerintah Indonesia menghadirkan program seperti; PKT, Inpres
Desa Tertinggal, tapi toh juga masih ditemui beberapa kelemahan: diantaranya
peran pemerintah masih sangat dominan dan wilayah-wilayah perkotaan belum
tersentuh sama sekali. Periode 1994-1998; pada periode ini mulailah diletakkan
dasar program yang berorientasi khusus pada program pemberdayaan masyarakat.
misalnya . Padat Karya, Inpres Desa Terunggal (1DT), P3DT (Program Pengadaan
Prasarana Desa Tertinggal), Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak
Krisis Ekonomi (PDM-DKE), dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi
Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM).

Untuk periode tahun 1998-2005, mulailah dikembangkan program yang
berbasis pada pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk
membangun kemandirian masyarakat bersama pemerintah dalam menanggulangi
cemiskinan secara berkelanjutan. Sebut saja Program Pengembangan Kecamatan
PPK). Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Selain itu
~emerintah mengambil kebijakan untuk mendukung program tersebut dengan

—embentuk Komite Pananggulangan Kemiskinan (KPK) dan Strategi Nasional
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan  diatas. dapat diambil kesimpulan sebaga

berikut .

|

el

Implementasi PNPM-MP di Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung
secara umum berjalan dengan baik, ini terlibat dari dampak dan manfaat yang
ielah dicapai. Selain itu jika dilihat dan kefaatan terhadap prinsip-prinsip
program yang dilaksanakan, secara umum sudah sudah mengikuti prinsip-
prinsip yang ada. Walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam
pelaksanaannya seperti pemanfaatan dana simpan pinjam bukan untuk
kewiatan yvang produktif

Ferdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PNPM-MP di
Kecamatan Lubuk Tarok, yaiu . fakier ketersediaan sumber daya, faktor
komunikasi, faktor disposisi serta faktor struktu birokrasi.

Setelah berjalan sejak awal 2008, PNPM-MP memberikan hasil-hasil vang
membenkan dampak dan manfaat terhadap masyarakat di Kecamatan Lubuk
Tarok, seperti = berjalannya proses pembelajaran kritis bagi masvarakat. Hal
lain terlihat dan berupa sarana dan prasarana yang dibangun, meningkatnya
kesejahteraan masarakat yang diringi dengan adanya indikasi penurunan

persentase jumlah penduduk miskin di Kecamatan Lubuk Tarok dari 27,2 %

pada tahun 2007 menjadi 26,3 % pada akhir tahun 2008,
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